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Membahas oligarki kekuasaan, politik dinasti, atau apapun namanya adalah hal yang membosankan. Karena, secara factual di berbagai arena politik, kehadiran dinasti politik selalu ada, baik dalam sebuah system demokrasi liberal maupun Negara yang menganut ide sosialisme ataupun komunisme.
Pertanyaannya, apakah yang disebut sebagai politik dinasti? Karena, jika politik dinasti ditafsirkan kekuasaan politik oleh mereka yang memiliki hubungan darah, tentu saja kita bisa merunut bagaimana sejumlah keluarga Kennedy sampai sekarang masih memiliki koneksi atas politik Amerika. Bahkan, generasi ketiga mereka Joseph P. Kennedy III kini telah menjadi bagian dari Partai Demokrat bersama Obama. Demikian pula, Hillary Clinton, istri mantan presiden Clinton yang kini menjabat menteri luar negeri Amerika Serikat.
Amerika adalah contoh Negara demokrasi liberal. Lantas, apakah politik dinasti tidak terjadi pada Negara yang menganut ide komunisme. Sepertinya, Korea Utara di bawah dominasi turun temurun keluarga Kim Il-sung sampai sekarang adalah contoh bagaimana politik dinasti hidup dalam Negara komunis.
Masih dari Negara komunis, contoh lain dari politik dinasti adalah Kuba pasca-Fidel Castro mangkat. Munculnya Raul Castro untuk menggantikan Fidel juga adalah contoh politik dinasti, bahkan cenderung bersifat oligarkis. Dari contoh ini, ternyata politik dinasti ada di berbagai arena politik dunia, melintasi ideology dan zaman.
Politik dinasti juga terjadi di arena politik nasional, tak perlu disebutkan bagaimana SBY menyiapkan kedua putranya. Amien Rais mendorong anaknya tampil menjadi calon wali kota Yogyakarta. Atau, anak dan keponakan Gus Dur yang saling berebut pengaruh di dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Politik Dinasti
Persoalannya, politik dinasti sebenarnya bermuara pada dua hal. Pertama, lemahnya partai politik di Indonesia dalam membangun institusinya. Formasi partai politik kita bukan mengarah pada kekuatan institusi partai politik, melainkan pada patronase figure semata.
Partai politik tidak dipandang sebagai sebuah kelembagaan, tepai lebih merupakan sebuah tempat di mana dilahirkan ‘orang-orang besar’. Hal ini terjadi ketika kapasitas Negara untuk mengontrol melemah (weak state), maka para strongmen bisa dengan leluasa menampakkan kekuasaannya, baik di panggung politik maupun dalam level local, Migdal (2001).
Melemahnya Negara yang tergantikan oleh social formation telah melahirkan feodalisme yang dibingkai dalam sistem demokrasi. Hal ini terjadi karena partai politik telah berubah dari institusi politik menjadi institusi monarkis kerajaan politik yang dibangun atas dasar modal dan koneksi.
Kedua, lemahnya institusi kepartaian juga berakibat lemahnya rekrutmen politik yang cenderung asal-asalan. Inilah alas an mengapa figure-figur politik atau calon pemimpin daerah maupun nasionaltidak seperti yang kita harapkan. Karena mereka lahir dari system yang monopolis.
Sementara, mereka para ‘orang-orang baik’ yang punya gagasan cemerlang dalam membangun bangsa dan negeri ini cenderung menjauh dari politik. Alasannya sederhana, karena berpandangan politik adalah ‘lumpur hitam’. Inilah salah satu alas an kuat mengapa panggung politik kita didisi oleh banyak ‘politisi tanpa kepala’.

Filsuf menepi
Persoalan utamanya sekali lagi bukan pada politik dinasti, melainkan para filsuf yang menepi. Para filsuf lebih memilih memiliki dunia sendiri, dunia yang jauh dari ingar-bingar realitas politik sehingga pada akhirnya mereka memberikan jalan bagi kekuasaan itu dikuasai oleh orang-orang tertentu saja.
Mungkin itulah alas an mengapa seorang filsuf seperti Slavoj Zizek berani muncul menjadi calon presiden Slovenia pada 1990. Walau pada akhirnya kalah, Zizek sudah menunjukkan spirit untuk keluar dari zona kenyamanan dunia para filsuf. 
Jika banyak Zizek di negeri ini, tentu saja politik akan lebih baik. Maka perdebatan yang hadir juga bukan sekedar politik dinasti, melainkan pada persoalan nilai-nilai kemanusiaan. Apa yang bisa kita hadirkan dalam panggung politik, keberpihakan kebijakan politik yang mana yang akan kita perjuangkan, siapa tokoh yang akan kita dukung karena garis ideology politiknya, bukan sekadar membahas hubungan darah dan wacana primordialisme.
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